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KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 459 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 335 TAHUN 2014 TENTANG

KECAMATAN SEBAGAI PENYELENGGARA

PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
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WALIKOTA PADANG,

bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor
335 Tahun 2014 tentang  Kecamatan  Scbagai
Penyelenggara Administrasi Kecamatan (elah ditetapkan
Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Pauh sebagai
Penyelenggara Pclavanan Administrasi Terpadu
Kecamalan:

bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan Kecamatan
sebagai Penyelenggara PATEN oleh 9 (Sembilan) Kecamatan
lain di Kota Padang dan sesuai dengan ketentuan pasal 13
ayvat (1) dan ayat {2) Peraturan Menteri Dalam Negern
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan
Administrast Terpadu Kecamatan, perlu menetapkan 9
(Sembilan) Kecamatan tersebut scbagai Penyelenggara
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hurul a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota
Padang Nomor 335 Tahun 2014 tentang Kecamatan
Sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1936 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota DBesar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggarnan Negara Yang Bersih dan Debas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan JLembaran
Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ({Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587)
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 {Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Nomor S679);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
43578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
secbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010
tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum
Pelayanan Publik;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis
Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaran
Pelayanan Publik;

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 195
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah Kota
Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daecrah Tahun
2012 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kena
Kecamatan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 19j;
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15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7 );

16. Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2014 tentang
Pclimpahan Scbagian Kewenangan Walikota Kepada Camat
(Berita Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Perubahan Atas Keputusan Walikota Padang Nomor 335 Tahun
2014 tentang Kecamatan Sebagai Penyelenggara Administrasi
Terpadu Kecamatan.

Kecamatan sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan sebagai berikut :

. Kecamatan Bungus Teluk Kabung,;
. Kecamatan Lubuk Begalung;

. Kecamatan Lubuk Kilangan;

. Kecamatan Koto Tangah;

. Kecamatan Nanggalo;

. Kecamatan Padang Timur;

. Kecamatan Padang Barat;

. Kecamatan Padang Utara; dan

. Kecamatan Padang Selatan.
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Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua
menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini
dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015, Kegiatan
Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN) di Kota Padang kode rekening 1.20.03.07.1.20.65.10.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 12-0k0baD01 5

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Inspektur Kota Padang
2. Kepela BPKA Kota Padang

3. Arsip



